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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program smart village di Desa Plumpang 

Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa Plumpang beserta Staff Pegawai Desa dan masyarakat Desa 

Plumpang selaku pengguna program smart village. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling. Sedangkan 

analisis data menggunakan Teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan data collection, data 

condensation, data display dan conclusion drawing and verification. Hasil penelitian dijelaskan dengan menggunakan 

teori model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, sebagai berikut : 1) Standard dan 

Sasaran Kebijakan telah berhasil terimplementasi, 2) Sumber Daya cukup berhasil terimplementasi. 3) Komunikasi 

cukup berhasil terimplementasi, masih ditemukan masyarakat yang belum tau program smart village. 4) Karakteristik 

Agen Pelaksana telah berhasil terimplementasi. 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik telah berhasil terimplementasi, 

masyarakat mendapat dampak yang positif dari sektor sosial, ekonomi dan politik. 6) Disposisi telah berhasil ter-

implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program smart village di Desa 

Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dapat dikatakan berhasil. Penelitian ini diharapkan menjadi 

temuan baru bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi program smart village dan dapat menjadi 

perhatian pemerintah terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Kata kunci: Smart village, pelayanan publik, implementasi program 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine and analyze the implementation of the Smart Village program in Plumpang Village, 

Plumpang District, Tuban Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. 

The research informants were the Head of Plumpang Village along with Village Staff and the Plumpang Village 

community as users of the smart village program. Data collection methods use interviews, observation and 

documentation. Determining the data source in qualitative research is carried out using purposive sampling. 

Meanwhile, data analysis uses the theory of Miles, Huberman and Saldana (2014), namely data collection, data 

condensation, data display and conclusion drawing and verification. The research results are explained using the 

theory of policy implementation models from Donald Van Meter and Carl Van Horn, as follows: 1) Policy Standards 

and Targets have been successfully implemented, 2) Resources have been implemented quite successfully. 3) 

Communication has been implemented quite successfully, but there are still people who don't know about the smart 

village program. 4) The characteristics of the Implementing Agent have been successfully implemented. 5) Social, 

economic and political conditions have been successfully implemented, society has received a positive impact from 

the social, economic and political sectors. 6) The disposition has been successfully implemented. Based on the 

research results, it can be concluded that the implementation of the smart village program in Plumpang Village, 

Plumpang District, Tuban Regency can be said to be successful. It is hoped that this research will be a new finding 

that there are still shortcomings in the implementation of the smart village program and can be of concern to the 

relevant government to overcome these problems. 

Keywords: Smart village, public services, program implementation 

 

PENDAHULUAN  

Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai 
kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Tunjangan (2017) menyebut pemerintah perlu 
menjalankan tiga fungsi untuk menciptakan penge-
lolaan pemerintah yang baik. Salah satunya adalah 
fungsi pelayanan (service). Sebagaimana yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengama-
natkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk 
melayani  rakyatnya.  Karena itu, wajib  hukumnya  

 
bagi suatu negara beserta para anggotanya untuk 
menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai 
pelayanan publik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelayanan publik sebagai suatu tindakan dari pe-
nyelenggara pemerintahan dalam memenuhi kebu-
tuhan masyarakat. Para penyelenggara pemerintah 
dalam hal ini adalah seluruh aparat yang bekerja 
dalam lingkup organisasi sektor publik.  

Hadirnya teknologi membuat pelayanan pub-

lik menjadi jauh lebih efektif dan efisien tentunya 

dengan hal tersebut akan mempermudah masya-

https://jkp.ejournal.unri.ac.id/
mailto:20041010184@student.upnjatim.ac.id


  Jurnal Kebijakan Publik, Vol.15, No.1, 2024 

https://jkp.ejournal.unri.ac.id  372 

 

rakat untuk memperoleh pelayanan publik yang 

baik. Suatu inovasi yang diciptakan sebagai pe-

nunjang kegiatan pelayanan publik dengan tekno-

logi disebut electronic government (e-government). 

Pengembangan terhadap E-government didasarkan 

pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-government. 

 Salah satu daerah yang telah memiliki produk 

hukum yang terkait dengan implementasi e-go-

vernment adalah Kabupaten Tuban. Dalam mendu-

kung penggunaan e-government, pemerintah Ka-

bupaten Tuban mengeluarkan Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 37 Tahun 2017 Tentang pengemba-

ngan e-government di lingkungan pemerintahan 

Kabupaten Tuban. Kemudian disusul dengan di-

keluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tuban 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerin-

tahan Berbasis Elektronik. Untuk menjawab tun-

tutan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban di-

bantu dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Ka-

bupaten Tuban untuk menyusun konsep e-govern-

ment yang akan dijalankan nantinya. Selanjutnya, 

Kabupaten Tuban terus mengembangkan program 

dan aplikasi yang dapat menunjang penyelengga-

raan pemerintahan. Salah satu program dan aplikasi 

yang diluncurkan adalah Smart City. Dalam pe-

ngembangan Smart City terdapat 6 (enam) pilar di 

dalamnya.  

Tabel 1. Enam pilar smart city Kabupaten Tuban 

 
 

Dari enam pilar diatas, yang menjadi program 

unggulan adalah smart village. Smart Village ada-

lah pengembangan dari konsep kota cerdas untuk 

memberikan solusi bagi masalah di wilayah pede-

saan. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi bagi mas-

yarakat pedesaan, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat lokal terhadap pentingnya era digital.  

Salah satu desa yang menjalankan program 

smart village adalah Desa Plumpang. Desa Plum-

pang merupakan desa di Kecamatan Plumpang 

Kabupaten Tuban. Desa Plumpang merupakan desa 

dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan 

Plumpang dan merupakan desa yang tergolong 

cukup pesat perkembangannya. Dari data sesnsus 

penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Desa 

Plumpang berjumlah 9.366 dan menjadi desa 

dengan ‘penduduk terbanyak di Kecamatan Plum-

pang. Dengan kondisi geografis dan penduduk 

yang demikian membuat pelayanan publik menjadi 

hal yang harus perhatikan. Pada tahun 2021 Desa 

Plumpang mendapatkan penghargaan sebagai desa 

dengan tata kelola administrasi berbasis TI terbaik 

III se Kabupaten Tuban. Bupati Tuban, Aditya 

Halindra Faridzky. SE, beliau menyampaikan bah-

wasanya untuk mewujudkan pelayanan masyarakat 

yang efektif dan efisien pada era digital. Melalui 

Teknologi Infornasi setiap desa diharapkan mampu 

menjadi fasilitator dalam percepatan pelayanan 

publik. 

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan 

hasil pra riset yang dilakukan penulis pada 3 Sep-

tember 2023, dalam pengimplementasian kebija-

kan smart village belum berjalan sepenuhnya se-

suai dengan standard dan sasaran kebijakannya. 

Masih ditemukan masyarakat yang belum menge-

tahui adanya program smart village tersebut. Selain 

itu dari sektor Sumber Daya, menunjukkan minim-

nya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

mengerti mengenai produk-produk digital dan 

sarana prasarana pendukung yang ada di Desa 

Plumpang. Hal ini tentunya harus adanya pelatihan 

atau sosialisasi kepada masyarakat secara luas. 

Selanjutnya pada hal Komunikasi pemerintah Desa 

Plumpang kurang memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat. Selain temuan awal diatas, kendala 

yang menjadi hambatan di implementasikannya 

program smart village di Desa Plumpang adalah 

tidak tersedianya Anjungan Pelayanan Mandiri. 

Anjungan Pelayanan Mandiri ini merupakan salah 

satu dari 4 (empat) produk pelayanan smart village 

diantaranya adalah website desa, wifi desa, aplikasi 

SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa. 

Anjungan Pelayanan Mandiri sendiri merupakan 

sebuah alat yang ditanam sistem untuk membuat 

surat pengantar warga secara mandiri. 

 Dalam konteks implementasi program smart 

village, hingga saat ini masih belum ada penelitian 

khusus yang secara mendalam mengkaji program 

smart village di Kabupaten Tuban khususnya di 

Desa Plumpang. Hal tersebut terjadi karena prog-

ram smart village merupakan program baru yang 

diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti 

implementasi program smart viilage di Desa Plu-

mpang. Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu 

untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 

program Smart Village Di Desa Plumpang Keca-

matan Plumpang Kabupaten Tuban, dengan ana-

lisis menggunakan teori model implementasi ke-

bijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. 
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Terdapat enam faktor yang mempengaruhi keber-

hasilan dari implementasi kebijakan. Enam faktor 

tersebut adalah Standard dan Sasaran Kebijakan, 

Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen 

Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan 

Disposisi.  

 

METODE 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini 

menggunakan data kualitatif dan dijelaskan secara 

deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Plum-

pang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.  

Fokus yang digunakan berpedoman pada teori 

Donalds Van Meter dan Carl Van Horn tentang mo-

del implementasi kebijakan. Terdapat 6 indikator 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu implemen-

tasi kebijakan. Enam faktor tersebut adalah Stan-

dard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komu-

nikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi 

sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi.  

Penentuan sumber data pada penelitian kua-

litatif dilakukan secara purposive sampling. Selain 

menggunakan data primer, peneliti juga meng-

gunakan data sekunder berupa dokumen, situs web, 

artikel, jurnal, berita dan studi literatur lainya. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawan-

cara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan ana-

lisis data menggunakan Teori Miles, Huberman 

dan Saldana (2014), yaitu dengan data collection, 

data condensation, data display dan conclusion 

drawing and verification. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi wawancara dan dokumentasi, berikut 

Implementasi Program Smart Village di Desa 

Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tu-

ban. Berdasarkan pada fokus penelitian menurut 

Donald Van Mater Dan Carl Van Horn, yang terdiri 

dari 6 fokus yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi program meliputi Standard dan Sasa-

ran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karak-

teristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi 

dan politik dan Disposisi adalah sebagai berikut: 

 

Standard dan Sasaran Kebijakan 

  Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja 

implementasi kebijakan dapat diukur melalui tu-

juan kebijakan yang ada di level pelaksana kebija-

kan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika 

ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan 

terlalu ideal (utopis), maka kebijakan tersebut akan 

sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2016). Van 

Meter dan Van Horn dalam Widodo (2010:105) 

menjelaskan bahwa pemahaman tentang maksud 

umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan ada-

lah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, 

bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 

(officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap 

standar dan tujuan kebijakan.  

Implementasi Program Smart Village Di Desa 

Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tu-

ban, sudah sesuai dengan standar pelaksanaan ke-

bijakan berdasarkan regulasi diantaranya:  

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemba-

ngan E-Government  

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Ten-

tang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

3. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 77 

Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Ber-

basis Elektronik. 

Sasaran dari program ini adalah masyarakat 

desa, dalam hal ini masyarakat desa Plumpang. 

Program tersebut diluncurkan guna untuk memper-

mudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

publik yang mana diantaranya program Smart Vil-

lage tersebut didalamnya terdapat 4 elemen yaitu: 

Website Desa, APMD, Aplikasi SEPASI dan Wifi 

Desa.  

Kepala Desa Plumpang menjelaskan bahwa 

program smart village ini merupakan pilar dari 

program smart city. Nantinya program ini difokus-

kan untuk mempermudah masyarakat desa dalam 

mendapatkan pelayanan dan juga informasi yang 

terkait dengan desa. Program Smart village ini 

fokusnya pada pelayanan desa, jadi didalamnya ada 

beberapa fasilitas yang diberikan kepada mas-

yarakat yaitu website desa, Anjungan Pelayanan 

Mandiri Desa (APMD), aplikasi SEPASI dan wifi 

desa. Diharapkan nantinya masyarakat Desa Plum-

pang dapat mendapat kemudahan dalam pelayanan 

dan informasi yang berkaitan dengan desa 

Berdasarkan hasil penelitian, fokus Standard 

dan Sasaran Kebijakan Program Smart Village di 

Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten 

Tuban berhasil dijalankan sesuai dengan aturan ya-

ng telah ditetapkan dan sasaran dari program 

tersebut adalah masyarakat Desa khususnya Desa 

Plumpang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fo-

kus Standard dan Sasaran Kebijakan Program 

Smart Village di Desa Plumpang Kecamatan Plum-

pang Kabupaten Tuban berhasil terimplementasi. 

 

Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan 

sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan 

suatu keberhasilan proses implementasi. Van Meter 

dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100) me-

nyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu 

dukungan sumber daya manusia (human recour-

ces) maupun dukungan sumber daya non-manusia 

(non-human recources). 
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Ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia, 

pemerintah Desa Plumpang mempunyai 14 jumlah 

pegawai, dengan komposisi 5 pegawai negeri dan 9 

lainya pegawai non PNS dengan jumlah 12 laki-

laki dan 2 perempuan. Dalam praktiknya para pega-

wai tersebut ditempatkan sesuai dengan kompe-

tensinya masing-masing. Dalam implementasi 

program Smart Village pemerintah Desa Plumpang 

melimpah tugasnya kepada Bidang Pelayanan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam im-

plementasinya program tersebut Desa Plumpang 

telah menjalankan dengan baik hal tersebut dapat 

dilihat dari penempatan pegawai yang sesuai de-

ngan kompetensi dan keahliannya masing-masing.  

       Selain sumber daya manusia, sumber daya non 

manusia juga sangatlah penting. Dalam implemen-

tasi program smart village di Desa Plumpang 

sumber daya non manusia disini berupa fasilitas 

yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam me-

nunjang implementasi program tersebut. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, fasilitas yang dib-

erikan adalah komputer dan juga jaringan internet 

atau wifi.  

 
Gambar 1. Anjungan Pelayanan Mandiri Desa 

 

Belum tersedianya Anjungan Pelayanan Man-

diri Desa membuat pelayanan kurang maksimal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi 

program smart village di Desa Plumpang cukup 

berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ke-

pala Desa Plumpang Bapak Tumito, beliau men-

jelaskan bahwa dari 4 fasilitas yang ada dari 

program smart village ini Desa Plumpang belum 

punya alat APMD. Jadi APMD itu semacam alat 

yang konsepnya hampir sama seperti ATM, nanti-

nya warga bisa mudah mendapatkan surat ataupun 

berkas tinggal scan KTP dan memilih berkas yang 

diperlukan tanpa harus antri seperti dulu. 

Komunikasi 

Grindle (2014) menyatakan hal yang sama 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di-

tentukan oleh kejelasan dan konsistensi pesan yang 

disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pe-

laksana. Menganalogikan kebijakan sebagai pesan 

maka kemudahan implementasi kebijakan ditentu-

kan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan repu-

tasi komunikatornya. Dalam implementasinya ko-

ordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Plumpang terbagi menjadi tiga, yaitu:  koordinasi 

internal, koordinasi eksternal, dan sosialisasi mas-

yarakat.  

       Implementasi program smart village koordina-

si internal yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Plumpang adalah dengan menjaga komunikasi de-

ngan para pegawai. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaan para pegawai men-

jalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan 

dan juga melaporkan apabila terjadi sesuatu di luar 

dari tujuan yang telah ditetapkan.  

Koordinasi eksternal dilakukan dengan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. 

Hal tersebut terjadi karena Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tuban ditunjuk sebagai 

OPD oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk 

membantu dan mengawasi implementasi program 

smart village tersebut. Menurut hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Plumpang Bapak Tumito, 

beliau menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tuban juga melakukan 

survey lapangan dengan berkunjung ke balai desa 

guna untuk melakukan evaluasi secara langsung 

terkait implementasi program smart village di Desa 

Plumpang. 

Selain koordinasi internal dan eksternal, hal 

lain yang harus diperhatikan adalah perhatian dari 

masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya prog-

ram tersebut dibuat untuk masyarakat agar dapat 

mendapatkan pelayanan publik dengan baik.  

 
Gambar 3. Sosialisasi Program Smart Village  

 

Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan. Hasil penelitian, pemerintah Desa 

Plumpang telah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, akan tetapi masih ditemui beberapa 
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masyarakat yang belum mengetahui program dan 

juga sosialisasi tersebut. Berdasarkan hasil pene-

litian, fokus komunikasi implementasi program 

smart village di Desa Plumpang dapat dikatakan 

cukup berhasil. 

 

Karakteristik Agen Pelaksana 

Menurut Van Meter dan Van Horn, imple-

mentasi yang berhasil seringkali membutuhkan 

mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebe-

narnya akan mendorong kemungkinan yang lebih 

besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong 

pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dengan 

suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan 

tujuan kebijakan. 

Proses implementasinya, pemerintah Desa 

Plumpang menggunakan metode top down, jadi 

semua perintah berasal dari Kepala Desa sebagai 

pemegang kuasa kemudian disalurkan ke bawah 

kepada pegawai/bidang yang telah ditunjuk. Selain 

itu dukungan pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tu-

ban. Dukungan yang diberikan berupa pembuatan 

website desa dan pelatihan pegawai desa.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di-

simpulkan bahwa fokus karakteristik agen pelak-

sana program smart village di Desa Plumpang da-

pat dikatakan berhasil. Dari hasil wawancara wa-

wancara dengan Kepala Desa Plumpang Bapak Tu-

mito, dirinya menjelaskan bahwa dalam pelaksa-

naan program smart village terdapat peraturan / 

SOP yang harus dijalankan dan juga adanya sanksi 

apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Shauma & 

Purbaningrum (2022), bahwa karakteristik dari 

pelaksana implementasi kebijakan sangat penting 

dalam kinerja implementasi kebijakan. Hal ini 

menjadi penting karena kinerja implementasi ke-

bijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sa-

ngat tepat serta cocok dengan para agen pelak-

sananya. 

 

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono 

(2011), mengatakan bahwa sukses tidaknya imple-

mentasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-

kondisi sebagai berikut: 

1) Dukungan dan penolakan dari lembaga eks-

ternal. Jika lembaga eksternal mendukung, ma-

ka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan ber-

hasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan 

akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pe-

ngambil kebijakan dan para pelaksananya harus 

melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam 

kebijakan yang diambil. 

2) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang 

cukup. 

3)  Dukungan yang berbagai sumber daya yang 

ada. Makin banyak yang mendukung makin ti-

nggi tingkat kesuksesannya 

4) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis 

kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksa-

naan kebijakan. Makin mampu para pelaksana 

kebijakan menganalisis kausalitas antara satu 

kegiatan dengan kegiatan yang lain atau antara 

suatu kegiatan dengan dampaknya akan sema-

kin tinggi tingkat keberhasilannya. 

5) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap 

kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan 

dalam tingkat koordinasi. 

Sejauh ini dukungan dari sektor sosial atau 

masyarakat Desa Plumpang sangat mendukung 

program smart village tersebut. Dari hasil peneli-

tian, mereka memberikan dukungan karena dengan 

adanya program tersebut pelayanan yang didapat-

kan lebih baik. Selain itu, dampak dari adanya 

program smart village ini masyarakat dapat meng-

akses fasilitas yang tersedia seperti wifi gratis. 

Hadirnya wifi gratis ini membuat masyarakat dapat 

menikmati internet dan dapat mengakses informasi 

yang dibutuhkan dengan mudah. Meskipun dalam 

implementasi masih ditemukan beberapa masya-

rakat yang belum mengetahui program tersebut.  

Selain dukungan sektor sosial, sektor ekonomi 

juga sangat penting. Dari hasil penelitian menun-

jukkan bahwasanya dalam implementasi program 

smart village, pemerintah Desa Plumpang meng-

gunakan dana desa untuk menunjang keperluan 

terkait dengan implementasi program smart vil-

lage. Dana tersebut digunakan untuk membeli 

peralatan elektronik komputer dan juga jaringan 

wifi. 

 Sama halnya dengan sektor sosial, hadirnya 

smart village ini berdampak pada sektor ekonomi. 

Adanya website desa dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai sarana promosi produk lokal 

unggulan. Sehingga dengan adanya media promosi 

tersebut diharapkan produk-produk tersebut dapat 

menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, fa-

silitas website desa juga dapat digunakan sebagai 

sarana informasi yang berkaitan dengan politik, 

seperti informasi Pemilu dan lain-lain. Berdasarkan 

hasil diatas dapat disimpulkan bahwa fokus kondisi 

sosial, ekonomi dan politik program smart village  

berhasil terimplementasi  

 

Disposisi 

Van Meter dan Van Horn juga Edward III 

dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa dispo-

sisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keber-

hasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan 

sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepa-

katan para pelaksana (implementor) untuk melak-

sanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implem-

entasi program smart village di Desa Plumpang 

https://jkp.ejournal.unri.ac.id/
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ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak 

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi 

mereka juga harus memiliki kemampuan dan 

kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara 

demokratis, antusias dan responsif kepada mas-

yarakat. 

 Melihat dari hasil penelitian yang telah dil-

akukan para pelaksana sangat mendukung adanya 

program smart village ini. Selanjutnya mengenai 

pemahaman Aparat Desa Plumpang dalam melak-

sanakan tugas dan fungsi masing-masing sudah 

berjalan dengan baik, karena setiap beban peker-

jaan yang diberikan kepada para pegawai sudah 

diatur melalui struktur organisasi, sehingga tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan de-

ngan baik. Pelayanan yang duberikan oleh pegawai 

pemerintah desa juga sangat baik dan ramah, hal ini 

tentu memberikan kepuasan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain dukungan dari pelaksana atau 

implementor dukungan masyarakat Desa Plum-

pang juga sangat baik, mereka sangat mendukung 

adanya program tersebut.  

Hermayanti & Yuwono (2020) menyebutkan 

di Desa Banyuanyar – Boyolali, terjadi adanya 

penolakan oleh masyarakat karena dinilai program 

green smart village meribetkan masyarakat desa 

karena harus berkaitan dengan teknologi digital. Di 

sisi lain, implementasi program smart village di 

Desa Plumpang menunjukan bahwa masyarakat 

mendukung dan ikut berpartisipasi. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fokus 

disposisi implementasi program smart village di 

Desa Plumpang dapat dikatakan berhasil.  

 

KESIMPULAN 

Implementasi program smart village di Desa 

Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban 

dapat dikatakan berhasil, namun kurang sempurna. 

Peneliti masih menemukan dua variable yang yang 

belum terimplementasi dengan baik, yaitu Variabel 

Sumber Daya Dan Komunikasi. Variabel sumber 

daya terdapat kekurangan dengan tidak tersedianya 

APMD atau Anjungan Pelayanan Mandiri Desa, 

yang merupakan salah satu dari empat fasilitas 

yang diberikan oleh program smart village. Se-

dangkan Variabel Komunikasi masih ditemukan 

kekurangan pada aspek sosialisasi, terdapat masya-

rakat yang belum mengetahui adanya program 

smart village ini. Hal tersebut terjadi karena sosi-

alisasi tidak berjalan dengan maksimal.  
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